
SALINAN 

BUPATIGUNUNGMAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 5 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, 

DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana tel ah diu bah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera h 
Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga 
Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; 

1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur S ipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 



Menetapkan 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 6402); 

5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum d i 
Lingkungan Pemerintah Daera h (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

6. Peraturan Mente1i Pendayagun aan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 1 Tahun 2018 
ten tang Nomenklatur J abatan Pelak sana Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 270.a); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN 
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNlJNG MAS. 

!\Af.U85 t\C, : 
I 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yan g dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas. 
2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
menuru t asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas 
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Gunung Mas. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Da erah da larn penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai 
aparatur sipil negara yang bertanggung jawab 
melaksanakan kegiatan pelayanan pu blik serta 
adm inistrasi pemerintahan dan pembangunan. 

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan 
pangkatnya disyaralkan dengan angka kredit. 

BAB II 
PENETAPAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Dinas 
Transmigrasi , Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil 
dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas. 

r : .,c " J '<U ',1 KASUBBAG l 



-4 -

BAB III 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Dinas Transmigrasi, Tenaga Ke1ja, dan Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pemerintahan d i Bidang 
Transmigrasi, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang 
Koperasi Usaha Kecil Menengah . 

(2) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

Susunan organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, 
dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah , terdiri dari: 
a . Kepala Dinas; 
b. Sekretaris, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 
3. Seksi Keuangan dan Aset, 

c . Bidang, terdiri dari: 
1. Bidang Transmigrasi, membawahkan: 

a) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Kawasan 
Transmigrasi; dan 

b) Seksi Peningkatan Mutu Keterarnpilan 
Transmigrasi dan Masyarakat, 

2 . Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja, membawahkan: 
a) Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dan Persyaratan Ke1ja; dan 
b) Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, 
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga 

Kerja, mem bawah kan: 
a) Seksi Pelatihan Kerja, Produktivitas, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
dan 

b) Seksi lnformasi Pasar Kerja dan Sertifikasi, 

; l ', 'hlKIJM KASUBBAG·7 

Jr 
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4. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan dan 
Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 
membawahkan: 
a) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; 

dan 
b) Seksi Pemberdayaan, Pasil i tasi Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah dan Kewirausahaan, 
d. kelompok jabatan pelaksana serta fungsional; dan 
e. unit pelaksana teknis dinas. 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 5 

(1) Oinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati melaksanakan urusan 
Pemerintahan yang menjad i kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan serta desentralisasi maupun 
dekonsentrasi di Bidang Transmigrasi, Bidang Tenaga 
Kerja dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah sesuai dengan ke bijaksanaan yang 
di tetapkan berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku . 

(2) Dinas Transmigrasi, Tenaga Ke1ja, dan I<operasi 
Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis transmigrasi, tenaga 

kerja, dan koperasi usaha kecil dan menengah 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang­
undangan; 

b. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis 
dinas sesuai dengan kebijakan um um 
pemerintahan dan dan pelayanan umum bidang 
transmigrasi, tenaga kerja, dan koperasi usaha 
kecil dan menengah; 

c. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretar iatan 
Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja, dan Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah ; 

d. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang 
Transmigrasi, Tenaga Kcrja dan Kopcrasi, Usaha 
Kecil dan Menengah; 

e. penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi, 
tenaga kerj a, dan koperasi u sah a k ecil dan 
menengah, di bidang yaitu Bidang Transmigrasi, 
Bidang Hubungan Jndustrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kcrja, Bidang Pelatihan Kcrja dan 
Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Kelembagaan, 
Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi U saha 
Kecil Menengah, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 
Kelompok Jabata.n Fungsional ; dan 
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f. perumusan tentang transmigrasi, pembinaan 
jaminan sosial tenaga ke1ja, pembinaan 
pendidikan keterampilan tenaga kerja 
pelaksanaan kebijaksanaan, Pemberdayaan 
koperasi usaha kecil dan menengah serta 
pengembangan pemberian ijin USP dan KSP. 

BAB IV 
TATA KERJA DINAS 

Pasal 6 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Transmigrasi, 
Tenaga Kerja, dan Koperasi U saha Kecil dan 
Menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal 
serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat 
Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas 
pokok masing-masing. 

(2) Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban 
dan bertanggung jawab memimpin, 
mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, 
mengendaJikan dan mengawasi pe]aksanaan tugas 
bawahannya masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas 
Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah wajib mengikuti dan memenuhi 
petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada 
atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 
organisasi pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja 
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang 
berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut serta 
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada 
bawahan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris, 
kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi. 

(6) l(epala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub 
bagian dan kepala seksi diwajibkan memimpin 
bagian/bidang/seksi serta stafnya secara be1jenjang 
sesuai dengan susunan organisasi yang ada. 

(7) Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, 
kepala sub bagian dan kepala seksi lebih lanjut 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

KASUBD4G7 . 

I 
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BABV 
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 7 

( 1) Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana 
dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
ditentukan berdasarkan kebuluhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fungsional diatur sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 8 

( 1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon 
Pejabat pada jabatan Pimpinan 'I'inggi Pratama atau 
jabatan setara eselon II di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan 
pemberhentian kepada Gubernur atas usu! 
Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan 
dari Tim Penilai atau Sadan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala 
seksi dan pemegang jabatan fungsional diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten 
Gunung Mas berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pembinaan kepegawaian pada Dinas Transmigrasi, 
Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 9 

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelal<sanaan tugas 
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah di be ban kan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung 
Mas. 

, • H G 411KUM KA SUBl3AG: 

~ 1- i.-+-~____;;,,,,,j 
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BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka segala 
ketentuan mengenai Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, 
dan Koperasi U saha Kecil dan Menengah dalam 
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 

Ketentuan mengenai: 
a . bagan susunan organ1sas1 Dinas Transmigrasi, 

Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah tercantum dalam Lampiran I; dan 

b. tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, 
dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tercanturn 
dalam Lampiran II, 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Gunung 
Mas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pad a tanggaJ 31 Desember 2019 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 
Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 31 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ll~ 
GU~HIJ, SH 

NIP. 19651110 199203 1 013 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 489 



STRUKTUR ORGANISASI 
GRASI, TENAGA DINAS TRANSMI 

KERJA,DANK 
KECILDANME 

OPERASIUSAHA 
NENGAH (TIPE A) 

I 
KELOMPOK JABFUNG 

BmANG 
TRANSMIGRASI 

■ 

SEKSI 

---- PEMBANGURAN 
DAR PBMBIHAAR I■-■ 

KAWASAR 
TRARSMIGRASI 

SEKSI 
PBRINGKATAN MUTU 

I■-■■■■ KBTBRAMPll.AN -TRANSMIGRASI DAN 
MASYARAKAT 

LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 52 TAHUN 2019 

DINAS TRAHSMIGRASI, TENT.AKO 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGBI TENAGA KERJA, DAN 
TATA KERJA DINAS 

KOPERASI USAHA KECIL 
TRANSMIGRASI, TENAGA 

SERTA 
DAN 

UNGAN 
KERJA, 

KOPERASI USAHA KECU. DAN MENENGAH DI LINGK 
DAN MENENGAH PBMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

--------------- SEKRETARIAT 

I 
SUBBAG SUBBAG SUBBAG 

UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN 
KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI ASET 

I I I 
BIDANG BIDANG BIDANG KBLBIIBAGAAR, 

PBLATIHAR KERJA DAN HUBURGAN INDUSTRIAL DAH PEMBERDAYAAN DAH 
PEBEMPATAN TENAGA JAMIRAN SOSIAL TENAGA KBRJA PERGAWASAB KOPERASI DAN 

KBRJA USAHA KECIL MERBRGAH 

■ I ■ 

SEKSI 
SEKSI SEKSI KBLBIIBAGAAN DAN PBLATIBAN KERJA, -PENGUPAHAR, PENGAWASAR KOPERASI PRODUKTIVITAS, 

JAMINAN SOSIAL PEJfEMPATAli DAN ----PBRUJASAN KESBMPATAN TENAGA KBRJA DAR 
KBRJA PERSYARATAN KBRJA 

SBKSI 
PBMBERDAYAAN, 

SEKS1 KELBMBAGAAR, I■-■■■■ P'ASILITASI KOPERASI DAR 
SEKSI KERJASAMA DAN USAHA KECIL MBNENGAH 

INFORMASI PASAR PENYBLE8AIAN DAR KEWIRAUSAHAAR 
KERJADAN - PBRSBLISIHAN 

SERTIFIKASI BUBUNGAN INDUSTRIAL 

BUPATI GUNUNG MAS, 

UPTD ttd 
• 

JAYA SAMAYA MONONG 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR i;:z. T AHUN 2019 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI, 
TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN 
MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
GUNUNGMAS 

TUGAS DAN FUNGSI DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN MENENGAH 

NO NAMA JABATAN TUGAS FUNGSI 

1. Kepala Dinas memimpin, 
mengkoord inasikan, 
merencanakan serta 
menetapkan program kerja 
semua tugas teknis dinas 
transmigrasi, tenaga kerja dan 
koperasi, usaha kecil dan 
menengah kabupaten gunung 
mas sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan perundang­
undangan yang berlaku agar 
tugas pokok dapat berjalan 
dengan baik. 

1. perumusan program kerja tahunan Dinas Transmigrasi, 
Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan urnum di Bidang 
Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan 
Tenaga Kerja, Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan dan 
Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sesuru 
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, agar tugas 
pokok dan fungsi dinas dapat terlaksana dengan baik; 

K.Af, A~ HUKLIM KASUBBA0 
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3. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan 
perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) 
Kabupaten sesuai dengan standar pelayanan yang telah 
ditetapkan, agar tugas pokok dan fungsi dinas dapat 
terlaksana dengan baik; 

4. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan dan 
perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Kecamatan 
dalam 1 (satu) Kabupaten sesuai dengan standar pelayanan 
yang telah ditetapkan, agar tugas pokok dan fungsi dinas 
dapat terlaksana dengan baik; 

5. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro 
yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan 
perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan 
para pemangku kepentingan sesuai dengan standar pelayanan 
yang telah ditetapkan, agar tugas pokok dan fun gsi dinas 
dapat terlaksana dengan baik; 

6. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional 
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, agar 
tugas pokok dan fungsi dinas dapat terlaksana dengan baik ; 

7. pembinaan bawahan berdasarkan pembagian tugas masing-
masing berdasarkan tufoksi untuk memperlancar 
pelaksanaan tugas bawahan; 

8 . pengarahan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi Din as 
Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Gunung Mas kepada bawahan secara 
berkala sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing­
masing a gar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

l(.A-8AG HUKUt,11 KASU BBA-G 

A t ~ 
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9 . penetapan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang 
pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan 
tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga 
kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

10. penetapan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian 
izin dan atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar 
negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja 
maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, 
penyelesaian perselisihan hu bungan industrial sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

11. penetapan pembinaan jaminan sosial tenaga kerja sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

12. penetapan pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja 
yang produktif dan kompetitif sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

13. penetapan pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga 
pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan 
kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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14. penetapan pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 
ketenagakerjaan dan Penegakan hukum ketenagakerjaan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

15. penyeliaan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kecamatan dalam 
1 (satu) Kabupaten sesuai dengan peraturan dan prosedur 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

16. penyeliaan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang 
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kecamatan dalam 
1 (satu) Kabupaten sesuai dengan peraturan dan prosedur 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

1 7. penyeliaan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang 
wilayah keanggotaannya lintas Kecamatan dalam 1 (satu) 
Kabupaten sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlal<:u untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

18. penyeliaan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi 
simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah 
keanggotaannya lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
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19. penyeliaan hasil penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam 
/ unit sirnpan pin jam koperasi yang wilayah keanggotaannya 
lin tas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tu gas; 

20. penetapan administrasi umum, perencanaan program dan 
anggaran, ketatausahaan sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

21. pengevaluasian pelaksanaan kinerja bawahan di lingkungan 
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, U saha Kecil 
dan Menengah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang 
ada dalam rangka perbaikan kinerja dirnasa mendatang; 

22. pelaporan pelaksanaan tuga s di lingk ungan Dinas 
Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, U saha Kecil dan 
Menengah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku untuk pertanggungjawaban dan bahan perencanaan 
yang akan datang; dan 

23 . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pirnpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. 
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2 . Sekretaris memimpin dan melaksanakan 
kegiatan kesekretariatan yang 
meliputi urusan kepegawaian, 
keuangan, um um, 
perlengkapan, penyusunan 
program, urusan rumah tangga 
dan perlengkapan, lingkungan, 
kehumasan, kearsipan dan 
penyelenggaraan tugas bidang­
bidang secara te rpadu 
berdasarkan ketentuan yang 
berlaku untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas 
pokok din as transmigrasi, 
tenaga kerj a dan koperasi, 
usaha kecil dan menengah 
kabupaten gun ung mas. 
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1. perencanaan operasiona1 kesekretariatan berdasarkan 
Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

2. pendistribusian tugas kepada sub bagian sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas kesekretariatan; 

3 . pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
dilingkungan Sekretariat melalui Kasubbag masing-masing 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

4 . penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan 
dan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

5. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

6 . penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

7 . penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan 
pelaksanaan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai 
dengan ketentu an dan peraturan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
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8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 . 

----- --

penyeliaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Penetapan 
Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan. dan peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan pembinaan 
katausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tu gas; 
penyeliaan pelaksanaan 
kehumasan, keprotokolan 
ketentuan dan peraturan 
pelaksanaan tugas; 

kegiatan pengelolaan urusan 
dan kepustakaan sesuai dengan 
yang berlaku sebagai pedoman 

penyelfaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan urusan rumah 
tangga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi 
dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap dan alat 
tulis kantor pakai habis sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan 
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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15. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

16. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

1 7. pemeriksaan konsep rencana pelaksanaan administrasi 
keuangan dan pembayaran gaji pegawai, Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) 
keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

18. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan verifikasi Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) keuangan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

19. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

20. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

21 . penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelaksanan 
Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan 
Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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22. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

23. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan 
Akuntibilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

24 . penyeliaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan 
masyarakat di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

25. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyampaian data hasil 
pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pu blik 
secara berkala melalui website sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelal<:Sanaan t ugas; 

26. pengevaluasian pelaksanaan tugas d i lingkungan Sekretariat 
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

27. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat 
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

28. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Ren cana yang akan datang; dan 

29 . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 

'< Af.! A(, HU'< UMI KASUBBAG' 

Jk- 4 t,i-,. 



a. KepaJa Sub Bagian memimpin dan melaksanakan 
Perencanaan dan kegiatan penyusunan 
Evaluasi anggaran, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan dan 
mengkompilasikan semua 
usulan dari bidang-bidang di 
lingkungan sesuai peraturan 
perundang-undangan 
berdasarkan standar dan 
ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas. 
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1. perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

3. pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub 
Bagian Perencanaan dan Evaluasi setiap saat sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjaJan tertib dan lancar; 

4 . pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

6. pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

7 . pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

8 . pelaksanaan kegiatan penyusunan RENJA sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

9 . pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA dan Perubahan RKA 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar; 

10. pelaksanaan kegiatan penyusunan DPA dan DPPA sesuru 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 
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11. pelaksanaan kegiatan penyusunan TEPRA sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

12. pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP/ LAPKJN sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

13. pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

14 . pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

15. pengevaluasian pelal<sanaan tugas di lingkungan Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi dengan cara mengidentifikasi 
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 
mendatang; 

16. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan 
Rencana yang al<an datang; dan 

1 7. pelaksanaan tu gas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertu lis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 
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b. Kepala Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaian 

memimpin dan melaksanakan 
kegiatan um um dan 
kepegawaian yang meliputi 
urusan rumah tangga, surat 
menyurat dan kearsipan, 
pengusulan pengangkatan 
pegawai, 
pangkat, 
kenaikan 

usul kenaikan 
mutasi, promosi, 

gaJ1 berkala, 
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1. 

2. 

3. 

4. 

penyusunan duk, cuti pegawai, 
evaluasi kinerja pegav.rai, tanda 
Jasa, penyusunan analisa 
jabatan, analis beban kerja, 
evaluasi jabatan dan sasaran 5. 
kerja pegawai sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar 
standar dan keten tuan yang 6. 
berlaku guna menunjang 
pelaksanaan tugas. 

pereneanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan t ugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab ma.sing-ma.sing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
pembimbingan pelaksanaa.11 tugas bawahan d ilingkungan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan la.near; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 
pelaksanaan urusan rumah tangga sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
baik dan la.near; 
pelaksnaan adrninistrasi surat menyurat dan kearsipan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan la.near; 

7. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

8. pelaksanaan kehumasan/keprotokolan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan la.near; 

L_ _ _.__ _________ __ __._ _____________ __,_ _ __________________ ___ -;::::====~=~- -
.... :\r,tir, H\lKL!M KASUB6AG 



- 13 -

9. pembuatan konsep surat pengusulan pengangkatan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 
dengan lancar; 

10. pembuatan konsep surat usul kenaikan pangkat sesuai 
dengan kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

11. pem buatan konsep surat yang berkaitan dengan administrasi 
mutasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Dinas 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

12. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan administrasi 
promosi pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan lancar; 

13. pembuatan konsep surat kenaikan gaji berkala sesuai dengan 
keb utuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

14. pembuatan konsep surat penyusunan DUK sesuai dengan 
kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

15. pembuatan konsep surat cuti pegawai sesuai dengan 
kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

16. penyusunan konsep Evaluasi Kinerja Pegawai sesu ai dengan 
kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 
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17. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan pemberian 
tanda jasa sesuai dengan kebutuhan Dinas berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan lancar; 

18. penyusunan konsep Analisa Jabatan sesuai dengan 
kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

19. penyusunan konsep Analisis Behan Kerja sesuai dengan 
kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

20. penyusunan konsep Evaluasi Jabatan sesuai dengan 
kebutuhan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

21. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan Sasaran 
Kerja Pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan lancar; 

22. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi 
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 
mendatang; 

23. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 
untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

24. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. 
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c. Kepala Sub Bagian memimpin dan melaksanakan 1. 
Keuangan dan Aset kegiatan keuangan dan aset 

yang meliputi urusan akutansi 
dan verifikasi keuangan, 2. 
pengawasan keuangan, 
administrasi urusan gaJI 
pegawai, administrasi 3. 
penyusunan dan pelaporan 
keuangan, penatausahaan dan 
inventarisasi barang, 
administrasi pengadaan, 4. 
penyaluran, penghapusan dan 
pemindah-tanganan barang 
milik daerah, penyusunan 5. 
la po ran dan administrasi 
penggunaan peralatan dan 
perlengkapan kantor sesuai 6. 
peraturan perundang­
undangan berdasar standar 
dan ketentuan yang berlaku 7. 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas. 

8. 

perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset 
berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub 
Bagian Keuangan dan Aset setiap saat sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 
tertib dan lancar; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 
pelaksanaan urusan akutansi dan verifikasi keuangan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 
pelaksanaan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
baik dan lancar; 
pelaksanaan administrasi urusan gaji pegawai sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 
pelaksanaan administrasi penyusunan dan pelaporan 
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar; 

-KA-BA G HUKUM KASUBBAG 



- 16 -

9. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

10. pelaksanaan administrasi pengadaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
baik dan lancar; 

11. pelaksanaan penyaluran, penghapusan dan pemindah­
tanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik 
dan lancar; 

12. pelaksanaan penyusunan laporan dan administrasi 
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan baik dan lancar; 

13. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian 
Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan 
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

14. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian 
Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan 
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang 
akan datang;dan 

15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 
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3. I KepaJa Bidang Transmigrasi I memimpin dan melaksanakan I 1. 
kegiatan bidang transmigrasi 
yang meliputi peningkatan 

perencanaan operasional bidang Transmigrasi berdasarkan 
Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

mutu keterampilan I 2. pendistribusian tugas kepada setiap seksi sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas bidang Transmigrasi; 

transmigrasi dan masyarakat, 
sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar I 3. 
dan ketentuan yang berlaku 
guna menunjang pelaksanaan 

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
dilingkungan bidang Transmigrasi melaJui seksi masing-
masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

tugas. 
4. 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
penyeliaan kegiatan penyusunan Pembangunan dan 
Pembinaan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

5. penyeliaan kegiatan penyusunan Peningkatan Mutu 
Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlalru sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

6. pemeriksaan konsep kegiatan penyusunan Peningkatan Mutu 
Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; 

7. pemeriksaan konsep kegiatan penyusunan Peningkatan Mutu 
Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; 

J) 
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a. Kepala Seksi memimpin dan melaksanakan 
Pem bangunan dan kegiatan pembangunan dan 
Pembinaan Kawasan pembinaan kawasan 
Transmigrasi transmigrasi sesuai peraturan 
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8. pengevaluasian pelaksanaan kinerja bawahan di bidang 
Transmigrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang 
ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

9 . pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (SKP) sesuai 
dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan 
dengan tertib dan lancar; 

10. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
p impinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan 
lancar. 

1. perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pembinaan 
Kawasan Transmigrasi berdasarkan Rencana Operasional 
Bidang Transmigrasi dan keten tuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

perundang-undangan 2. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Pembinaan 
Kawasan Transmigrasi; 

berdasarkan standar dan 
ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas. 

3 . pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi 
setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
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4. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 

5. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan kegiatan 
Pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

6. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan kegiatan 
Pembinaan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

7. pelaksanaan pelayanan administrasi Pembangunan Kawasan 
Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan dengan 1ancar; 

8. pelaksanaan pelayanan administrasi Pembinaan Kawasan 
Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

9. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi dengan 
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 
perbaikan kinerja dimasa rnendatang; 

10. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Pembangunan dan Pembinaan. Kawasan Transmigrasi sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 
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b. Kepala Seksi memimpin dan melaksanakan 
Peningkatan Mutu kegiatan peningkatan mutu 
Keterampilan keterampilan transmigrasi dan 
Transmigrasi dan masyarakat sesuai peraturan 
Masyarakat peru ndang-undangan berdasar 

standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang 
pelaksanaan tugas. 
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11. 

l. 

2 . 

3 . 

4. 

5. 

6. 

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 
perencanaan kegiatan Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan 
Transmigrasi dan Masyarakat berdasarkan Rencana 
Operasional Bidang Transmigrasi dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan 
Transmigrasi dan Masyarakat; 
pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi dan 
Masyarakat setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan 
lancar; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 
pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan kegiatan 
Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi dan 
Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 
pelaksanaan pelayanan administrasi Seksi Peningkatan Mutu 
Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakatsesuai dengan 
kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 
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7. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi dan 
Masyarakatdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada 
dalam rangka perbrukan kinerja dimasa mendatang; 

8 . pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peningkatan 
Mu tu Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakatsesuru 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

9. pelal<sanaan tugas kedinasan lrun yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuru dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 

4. I Kepala Bidang Hubungan memimpin dan melaksanakan I 1. 
Industrial dan Jaminan kegiatan bidang hubungan 
Sosial Tenaga Kerja industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja yang meliputi 
pengesahan peraturan I 2. 
perusahaan (pp), pendaftaran 
perjanjian kerja bersama (pkb), 
penataan sp/sb, organisasi 
pengusaha dan perusahaan, I 3. 
pencegahan perselisihan 
hubungan industrial, mogok 
kerja dan penutupan 
perusahaan, penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial dan upah minimum 
kabupaten/kota (umk) dan 

perencanaan operasional bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Rencana Kerja 
Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagru pedoman 
pelaksanaan tugas; 
pendistribusian tugas kepada setiap seksi sesuru dengan tugas 
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja; 
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
dilingkungan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja melalui seksi masing-masing sesuru 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
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upah minimum sektoral I 4. 
kabupaten/kota (umsk) dn 
kepesertaan bpjs tenaga kerja 
sesuai peraturan perundang­
undangan berdasarkan standar I 5. 
dan ketentuan yang berlaku 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas. 

6. 

7. 

8. 

penyeliaan pelaksanaan kegiatan pemverifikasian pengesahan 
Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 
Bersama(PKB) daerah provinsi sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 
pemeriksaan konsep rencana pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan 
dan pendaftaran perjanjian kerja bersama sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan penataan SP /SB, organisasi 
pengusaha dan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan deteksi dini terhadap potensi 
perselisihan hubungan industrial di Perusahaan, pelaksanaan 
mogok kerja, dan penutupan perusahaan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan dan 
Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit di 
Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

9. penyeliaan pe1aksanaan kegiatan pemberian fasilitasi 
dan/ a tau mediasi terhadap potensi perselisihan di 
perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
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10. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan, 
bimbingan, dan monitoring hubungan industrial sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

11. penyeliaan pelaksanaan kegiatan kepesertaan BPJ s 
Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

12. pemeriksaan konsep surat penetapan Upah Minimum 
Kabupaten/Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

13. pengevaluasian pelaksanaan kinerja bawahan di bidang 
Hubungan Industrial dan Ja.minan Sosial Tenaga Kerja 
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

14. pengevaluasian peniJaian kinerja bawahan (SKP) sesuai 
dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan 
dengan tertib dan lancar; 

15. melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan 
lancar. 
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a. Kepala Seksi 
Pengupahan, 
Jaminan 
Tenaga 

Sosial 
Kerja dan 

Persyaratan Kerja 

memimpin dan melaksanakan 
kegiatan pengupahan, jaminan 
sosial tenaga kerj a dan 
persyaratan tenaga kerja yang 
meliputi penyusunan dan usul 
penetapan upah minimum 
provinsi/kabupaten/kota dan 
pembinaan pengu pahan serta 
kepesertaan jaminan sosial 
tenaga kerja dan kepesertaan 
bpjs dalam hubungan 
industrial sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar 
standar dan ketentuan yang 
berlaku gun a menunjang 
pelaksanaan tugas. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

perencanaan kegiatan Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan Persyaratan Tenaga Kerja berdasarkan 
Rencana Operasional Bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja dan Persyaratan Tenaga Kerja; 
pembim bingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Ke1ja dan 
Persyaratan Tenaga Ke1jasetiap saat sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 
tertib dan lancar; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlal<u supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 

5. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
bahan pedoman dan petunjuk teknis penetapan Upah 
Minimum Kabupaten, dan Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten (UMSK) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

6. pembuata11 konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penetapan struktur, skala upah, dan Upah Minimum 
Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 
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7. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
bahan petunjuk teknis sosialisasi kepesertaan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan dan/atau pengupahan sesuru dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

8. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pelaksanakan survey kebutuhan h idup layak sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

9. pelaksanaan monitoring dan pembinaan kepesertaan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku; 

10. pembuatan konsep surat yang berkrutan dengan perencanaan 
penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengupahan dan atau 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuru dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

11. pelaksanaan sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 

12. pembuatan konsep surat yang berkrutan dengan perencanaan 
penyusunan bahan pedoman pemberian BPJS 
Ketenagakerjaan Award sesuru dengan tugas dan tanggung 
jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

13. pembuatan konsep surat yang berkrutan dengan perencanaan 
penyusun petunjuk tehnis penelitian kebutuhan hidup layak, 
indek harga konsumen dan harga bahan pokok sesuru dengan 
t~ga~ dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari I 
p1mpman; 
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14. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
bahan menyelenggarakan, sidang-sidang Dewan Pengupahan 
dalam rangka penetapan upah minimum sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanju t dari 
pimpinan; 

15. pelaksanaan pembinaan pengupahan dan kepesertaan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan 
perundangan; 

16. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan 
Tenaga Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang 
ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

17. pelaporan pelaksanaan tu gas di lingkungan Seksi 
Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan 
Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan 
datang; dan 

18. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan la.near; 
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b. Kepa]a Seksi memimpin dan melaksanakan 
Kelembagaan, kegiatan kelembagaan, 
Kerjasama dan kerjasama dan penyelesaian 
Penyelesaian perselisihan hubungan 
Perselisihan industrial sesuai peraturan 
Hubungan Industrial perundang-undangan berdasar 

standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang 
pelaksanaan tugas. 
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1. 

2. 

3. 

perencanaan kegiatan Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan 
Rencana Operasional Bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

pem bagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 
pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Ind ustrial setia p saat sesu ai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 
dan lancar; 

4. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat ; 

5. pe]aksanaan penyusunan bahan pimbinaan hubungan 
industrial secara tripartit da n bipartit sesuai denga n tugas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

6. pelaksanaan perencanaan koordinasi Serikat Pekerja dan 
Serikat Buruh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

7. pelaksanaan perencanaan koordinasi dengan unsur 
pengusaha/ organisasi pengusaha sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 
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8. pelaksanaan perencanaan penataan SP /SB, organisasi 
pengusaha dan perusahaan sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

9. pelaksanaan perencanaan verifikasi keanggotaan Serikat 
Pekerja dan Serikat Buruh sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

10. pelaksanaan perencanaan pemberiaan penghargaan Bipartit 
Award sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

11. pelaksanaan perencanaan kerjasama dengan Serikat Pekerja, 
Buruh dan organisasi pengusaha atau perusahaan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab un tuk mendapat tindak 
lanjut dari pimpinan; 

12. pelaksanaan perencanaan pembentukan dan pernberdayaan 
Lernbaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pirnpinan; 

13. pelaksanaan perencanaan pelaksanaan pendidikan hubungan 
industrial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
rnendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

14. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan deteksi dini 
terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan 
rnogok kerja dan penutupan perusahaan sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 
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11s. pelaksanaan perencanaan pemberian fasilitasi dan/atau 
mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok 
kerja dan penutupan perusahaan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

16. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

17. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
bahan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan, unjuk 
rasa/pemogokan bagi pegawai teknis hubungan industrial 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 

18. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyusunan dokumen Pengesahan Peraturan (PP) dan 
Pelaporan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak 
lanjut dari pimpinan; 

19. penyusunan laporan kegiatan perencanaan penyusunan 
dokumen Pengesahan Peraturan (PP) dan Pelaporan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB); 

20. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pelaksanaan terhadap persyaratan kerja yang meliputi 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 
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21. pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengesahan serta 
pencatatan Peraturan Perusahaan (PP), dan invetarisasi 
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja 
Bersama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

22. pelaksanaan pemantauan Pelaporan Pendaftaran Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) daerah Provinsi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

23. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/organisasi 
pekerja dan pengusaha, pihak kepolisian dan Pengadilan 
Hubungan Industrial dalam pencegahan perselisihan 
hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

24. pelaksanaan koordinasi dengan pegawai mediator hubungan 
industrial dalam rangka penanganan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

25. pelaksanaan Inventarisasi dan pendataan penyelesaian 
perselisiha n hubungan industrial pada Kabupaten/Kota 
maupun pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

26 . pelaksanaan pendataan penanganan perselisihan hubungan 
industrial di perusahaan baik melalui Bipartit maupun 
mediator, Konsiliator dan Arbiter sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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27. pelaksanaan penyelesaian kasus perselisihan hubungan 
industria l pada perusahaan swasta, BUMN, BUMD, 
Yayasan/ Perseorangan berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

28. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Kelembagaan, Kerjasama dan Penyelesaian Perselis ihan 
Hubungan Industrial dengan cara mengidentifikasi hambatan 
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

29. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Kelembagaan, Kerjasama dan Penyelesaian Perselis ihan 
Hu bungan Industrial sesuai dengan prosedur dan peraturan 
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang 
akan datang; dan 

30. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 
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5. l Kepala Bidang Pelatihan 
Kerja dan Penempatan 
Tenaga Kerja 
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memimpin dan melaksanakan I 1. 
kegiatan pelatihan kerja dan 
penempatan tenaga kerja yang 
meliputi pelatihan berdasarkan 
klaser kompetensi, akred i tasi I 2. 
lembaga pelatihan kerja, 
konsultasi produktivitas pada 
perusahaan menengah, 
pengukuran produktivitas I 3. 
tingkat daerah provinsi, 
pelayanan antar kerja lintas 
daerah kabupaten/kota dalam 
satu daerah provinsi, 
penerbitan ijin lptks, I 4. 
pengelolaan informasi pasar 
kerja, pembentukan lembaga 
sertifikasi profesi (lsp), 
pengesahan rptka I 5. 
perpanjangan yang tidak 
mengandung perubahan 
jabatan tka, lokasi kerja dan 
penerbitan perpanjangan imta I 6 . 
sesuai peraturan perundang­
undangan berdasarkan standar 
dan keten tuan yang berlaku 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas. 

perencanaan operasional bidang Pelatihan Kerja dan 
Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Rencana Kerja 
Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
pendistribusian tugas kepada setiap seksi sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan 
Tenaga Kerja; 
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
dilingkungan bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga 
Kerja melalui seksi masing-masing sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 
dan lancar; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan 
berbasis komptensi (PBK) sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan 
berbasis kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan 
berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tu gas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyiapan calon peserta 
pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 
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7. penyeliaan pelaksanaan kegiatan mempromosikan informasi 
pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja 
dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 
masyarakat dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP) sesuai peraturan perundang-undangan berdasar standar 
dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan 
tugas; 

8. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan 
jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan 
kesempatan kerja kepada masyarakat sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 

9. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi 
dan pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta 
perluasan kesempatan kerja kepada masayarakat, 
penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja 
keluar negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 
pengesahan RPTKA perpanjangan serta Penerbitan 
Perpanjangan IMTA sesuai peraturan perundang-undangan 
berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 

10. pemeriksaan konsep surat pelaksanaan penyiapan program 
pelatihan dan pemagangan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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11. penyeliaan pelaksanaan kegiatan perantaraan kerja dalam 
pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta 
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat sesuai 
peraturan perundang-undangan berdasar standar dan 
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 

12. pemeriksaan konsep surat penyiapan instruktur dan tenaga 
pelatih sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

13. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/ 
mempromosikan informasi akreditasi kepada lembaga 
pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, informasi pasar 
kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan 
pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 
masayarakat dan Informasi Pasar Kerja kepada Pencari Kerja 
dan pemberi kerja di dalam dan diluar negeri ( dalam 
hubungan kerja dan di luar negeri hubungan kerja) sesuai 
peraturan perundang-undangan berdasar standar dan 
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 

14. pemeriksaan konsep surat pelaksanaan Akreditasi Lembaga 
Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

15. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan 
Jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan 
kesempatan kerja kepada masayarakat sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar standar qan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 
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16. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pemverifikasian penerbitan 
Izin LPKTKS Kabupaten/Kota dan memve1ifiksi dokumen 
Pengesahan RPTK Perpanjangan kepad a pem beri kerja TKA 
yang tidak: mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan 
lokasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan berdasar 
standar dan ketentuan yang berlaku gun.a menunjang 
pelak:sanaan tugas; 

1 7. penyehaan pelaksanaan kegiatan penyiapan sarana dan 
prasarana terkait penyebarluasan Informasi syarat dan 
makanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan pelayanan Pengesahan RPTKA 
Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, 
Jumlah TKA dan lokasi kerja sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlak:u guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 

18. penyeliaan pelaksanaan kegiatan penyiapan sumber daya 
manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan 
kepulangan TKI sesuai peraturan perundang-undangan 
berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 

19. penyeliaan pelak:sanaan kegiatan penyiapan saran.a dan 
prasarana untuk pemberdayaan TKI purna sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 
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120. pengevaluasian pelaksanaan kinerja bawahan di bidang 
. Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 
kinerja dimasa mendatang; 

21. pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (SKP) sesuai 
dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan 
dengan tertib dan lancar; 

22. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pelatihan Kerja dan 
Penempatan Tenaga Ke1ja sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan 
rencana yang akan datang; dan 

23. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan 
lancar. 
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a. Kepala Seksi 
Pelatihan Kerja, 
Produktivitas, 
Penempatan dan 
Perluasan 
Kesempatan Kerja 

- 37 -

memimpin dan melaksanakan 1. 
kegiatan pelatihan kerja, 
produktivitas, penempatan dan 
perluasan kesempatan kerja 
yang meliputi pelatihan 
berbasis kompetensi, promosi 2. 
peningkatan produktivitas, 
pengukuran produktivitas dan 
perluasan kesempatan kerja 
sesuai peraturan perundang- 3 . 
undangan berdasar standar 
dan ketentuan yang berlaku 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas 

4. 

5. 

6. 

perencanaan kegiatan Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan Persyaratan Tenaga Kerja berdasarkan 
Rencana Operasional Bidan g Pelatihan Kerja dan Penempatan 
Kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Kerja, Produktivitas, 
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi Pelatihan Kerja, Produktivitas, Penempatan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja setiap saat sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 
tertib dan lancar; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesua1 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh basil 
kerja yang benar dan akurat; 
pelaksanaan Pelatihan Ber basis Kompetensi (PBK) 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat 
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; 
pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pelaksanaan Analis kebutuhan Pelatihan Berbasis kompetensi 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 

7. pelaksanaan peny1apan sarana dan prasarana pelatihan 
berbasis kompetensi berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku agar pelatihan dapat terlaksana; 
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8. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyiapan calon peserta, instruktur dan tenaga pelatihan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 

I 9 . pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyiapan program pelatihan dan pemagangan pada lembaga 
pelatihan dan perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

10. pelaksanaan pelatihan kerja dan promosi peningkatan 
produktivitas berdasarkan peraturan penmdangan yang 
berlaku agar tersedianya sumber daya manusia yang 
berkualitas; 

11. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pengukuran produktivitas tingkat Daerah sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

12. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pembentukan FKJP (Forum Komonitas J ajaring Pemagangan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 

13. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyusunan modul & sylabus serta Up Grading bagi 
Instruktur LPK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 
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14. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pembentukan tepat uji keterampilan (TUK) sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

15. pelaksanaan pendataan tenaga kerja terampil, ahli dan 
produktif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 
agar tersedianya data tenaga kerja ; 

16. pembuatan kon sep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
bahan pembinaan dan bimbingan pem agangan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
p impinan; 

17. pem buatan kon sep surat yang berkaitan dengan pembentukan 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

18. pelaksanaan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Mandiri 
Terdidik (TKMT) dan Tenaga Kerja Pen uda Mandiri F'rofesional 
(TKPMP) dan Tenaga Kerja Su karela (TKS) berdasarkan 
peraturan peru n dangan yang berlaku agar tersedianya sumber 
daya manusia yang berkualitas; 

19. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyusunan bahan sistem dan bahan, pembinaan perluasan 
lapangan kerja dan pengembangan kesempatan kerja 
perkotaan dan perdesaan sesuai dengan tu gas dan tanggung 
jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 
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20. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan TPK & pekerja 
insfrastruktur dan pekerja produktif berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku agar tersedianya sumber daya 
manusia yang berkualitas; 

21. pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme 
bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; 

22. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyusunan bahan pengesahan perpanjangan RPTKA tanpa 
perubahan dalam satu provinsi dan penerbitan IMTA lintas 
Kabupaten sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

'23. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pelaksanaan pengendalian dan pemberian ijin Lembaga 
Penempatan tenaga Kerja Swasta dan Job Fair sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

24. pelaksanaan bimbingan terhadap tenaga kerja AKL, AKAD, 
AKAN penerbitan persetujuan mendatangkan tenaga kerja 
AKAD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; 

25. pelaksanaan pembinaan dan monitoring pendayagunaan 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; 
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26. pelaksanaan penyebarluaskan data informasi teknologi tepat 
guna, tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar 
tersedianya data informasi teknologi; 

27. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Pelatihan Kerja, Produktivitas, Penempatan dan Perluasan 
Kesempatan Kerja dengan cara mengidentifikasi harnbatan 
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

28. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelatihan 
Kerja, Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan 
Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 
untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; 
dan 

29. pelaksanaan tu gas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan la.near. 
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b. Kepala Seksi 
Informasi Pasar Kerja 
dan Sertifikasi 

memimpin dan melaksanakan 
kegiatan di seksi informasi 
pasar kerja dan sertifikasi yang 
meliputi menyiapkan bahan 
dan pengelolaan data, 
perl uasan informasi pasar 
kerja (ipk), pembinaan tenaga 
kerja sektor informal, 
penempatan tenaga kerja dan, 
sertifikasi dan pelaksanaan 
akreditasi lembaga pelatihan 
sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar 
dan ketentuan yang berlaku 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas. 
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1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

perencanaan kegiatan Seksi In formasi Pasar Kerja dan 
Sertifikasi berdasarkan Rencana Operasional Bidang Pelatihan 
Kerja dan Penempatan Kerja dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi; 
pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi Pelatihan Kerja, Produktivitas, Penempatan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja setiap saat sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 
tertib dan lancar; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 
pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja 
kepada pencari kerja dan masyarakat sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

6. pelaksanaan promosi informasi pasar kerja kepada pencari 
kerja dan pemberi kerja didalam dan diluar hubungan kerja 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat 
meningkatkan penghidupan yang layak kepada pencari kerja 
dan pemberi kerja; 

1..-_.,__ ___________ _____._ _ _______ _ _ _ _ _ __j_ _ _ ______ ______________ --;:= ===-,.--'"---
,! (! ,\ ( , ~UKIJY IC f,SUBBAG 



- 43 -

7. pelaksanaan bimbingan Bursa Kerja Khusu s (BIG() 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat 
meningkatkan sumber daya manuasia yang berkua1itas; 

8. pelaksanaan perencanaan pengumpulan dan pengolahan data 
perluasan fnformasi Pasar Kerja (IPK) berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku agar dapat meningkatkan sumber 
daya manuasia yang berkualitas; 

9. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyusunan bahan pedoman penyuluhan jabatan dan 
pengembangan bimbingan jabatan sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

10. pelaksanaan pembinaan penempatan tenaga kerja pemuda, 
wanita pennyandang cacat dan lansia berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku; 

11. pelaksanaan pembinaan analisa jabatan kepada sekolah, 
perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar tersedianya sumber 
daya manusia yang berkualitas; 

12. pembuatan konsep surat yang berkaitan perencanaan promosi 
informasi akreditasi kepada lembaga sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

13. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan 
tu gas dan tanggung jawab untuk mendapat ti ndak lanjut dari 
pimpinan; 
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14. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja dan 
instruktur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 
agar tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; 

15. pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar tersedianya sumber 
daya manusia yang berkualitas; 

16. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 

17. pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan perencanaan 
penyiapan assesor akreditasi sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan ; 

18. pelaksanaan perencanaan pembinaan/penyuluhan dan 
bimbingan serta akreditasi kelembagaan pelatihan 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 

19. pelaksanaan perencanaan pemantauan dan evaluasi status 
akreditasi lembaga pelatihan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku; 

20. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi dengan cara 
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 
kinerja dimasa mendatang; 

21. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Informasi 
Pasar Kerja dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan 
Rencana yang akan datang; dan 
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6. Kepala 
Kelembagaan, 
Pem berdayaan 

Bidang memimpin dan melaksanakan 
kegiatan kelembagaan, 

Dan pemberdayaan dan 
Pengawasan Koperasi dan pengawasan 
Usaha Kecil Menengah kecil dan 

meiiputi 
pelaksanaan 

koperasi, usaha 
menengah yang 

penyusunan, 
kebijakan dan 
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22. 

1. 

2. 

pemberian bimbingan teknis, 
serta pemantauan dan evaluasi 3. 
sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar 
dan keten tuan yang berlaku 

I 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas. 

4. 

5. 

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pirnpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 
perencanaan operasional bidang kelembagaan, pemberdayaan 
dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah yang 
berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pendistribusian tugas kepada setiap seksi sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab masing- masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pemberdayaan dan 
pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada ba\,·ahan 
dilingkungan bidang kelembagaan, pemberdayaan dan 
pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah yang 
melalui seksi masing-masing sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 
dan lancar; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi 
sesuai peraturan perundang-undangan berdasar standar dan 
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 
penyeliaan pelaksanaan kegiatan perluasan akses 
pembiayaan/ permodalan bagi koperasi dan usaha kecil sesuai 
peraturan perundang-undangan berdasar standar dan 
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 
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6. penyeliaan pelaksanaan kegiatan promosi akses pasar bagi 
produk koperasi di tingkat local dan nasional sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 

7. penyeliaan pelaksanaan kegiatan kemitraan antara koperasi 
dan badan usaha lainnya sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 

8. penyeliaan pelaksanaan kegiatan perlindungan koperasi 
sesuai peraturan perundang-undangan berdasar standar dan 
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 

9. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan 
perlindungan usaha Mikro sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 

10. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pendataan izin usaha mikro 
kecil (IUMK) sesuai peraturan perundang-undangan berdasar 
standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang 
pelaksanaan tugas; 

11. penyelfaan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro 
dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi 
usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan berdasar 
standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang 
pelaksanaan tugas; 

12. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan 
sesuai peraturan perundang-undangan berdasar standar dan 
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas; 
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13. penyeliaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan birnbingan 
teknis anggota koperasi sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna 
menunjang pelaksanaan tugas; 

14 . pemeriksaan konsep pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi 
perangkat organisasi koperasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan.; 

15. pengevaluasian pelaksanaan kinerja bawahan di bidang 
kelembagaan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi, 
usaha kecil dan menengah yang dengan cara mengidentifikasi 
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 
mendatang; 

16. pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (SKP) sesuai 
dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan 
dengan tertib dan lancar; 

17. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, 
pemberdayaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan 
menengah yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan 
datang; dan 

18. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan 
lancar. 
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a. Kepala 
Kelembagaan 

Seksi 
dan 

Pengawasan Koperasi 

memimpin dan melaksanakan 
kegia tan seksi kelem bagaan 
dan pengawasan koperasi yang 
meliputi penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan dan 
pemberian bimbingan teknis1 

serta pemantauan dan 
evaluasi sesuai peraturan 
perundang-undangan berdasar 
standar dan ketentuan yang 
berlaku guna menunjang 
pelaksanaan tugas. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

perencanaan kegiatan Seksi kelembagaan dan pengawasan 
koperasi berdasarkan Rencana Operasional Bidang 
kelembagaan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi

1 

usaha kecil dan menengah dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas kelembagaan dan pengawasan koperasi; 
pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi setiap saat 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 

5. pelaksanaan penga wasan koperasi sesuai dengan tu gas dan 
tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

6 . pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan 
pengembangan perluasan antara koperasi dan badan usaha 
lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

7 . pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan kemitraan 
antara koperasi dan badan usaha lainnya sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 
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8. pelaksanaan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi 
di tingkat lokal dan nasional berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku agar akses pasar bagi produk 
koperasi dapat berkembang; 

9 . pelaksanaan perencanaan perlindungan koperasi berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar koperasi 
mempunyai dasar hukum yang kuat; 

10. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
kelern bagaan dan pengawasan koperasi dengan cara 
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 
kin erja dimasa rnendatang; 

11. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
kelembagaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan rnaupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 
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b. Kepala Seksi 
Perberdayaan, 
Fasilitasi Koperasi 
dan Usaha Kecil 
Menengah dan 
Kewirausahaan 

memimpin dan melaksanakan 
kegiatan seksi perberdayaan, 
fasilitasi koperasi dan usaha 
kecil menengah yang meliputi 
penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan dan pemberian 
bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi 
sesuai peraturan perundang­
undangan berdasar standar 
dan ketentuan yang berlaku 
guna menunjang pelaksanaan 
tugas. 
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1. 

2. 

perencanaan kegiatan seksi perberdayaan, fasilitasi koperasi 
dan usaha kecil menengah berdasarkan Rencana Operasional 
Bidang kelembagaan, pemberdayaan dan pengawasan 
koperasi, usaha kecil dan menengah dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas perberdayaan, fasilitasi koperasi dan 
usaha kecil menengah; 

3 . pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 
Seksi perberdayaan, fasilitasi koperasi dan usaha kecil 
menengah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan 
lancar; 

4 . pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesua1 
peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil 
kerja yang benar dan akurat; 

5. pelaksanaan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan 
usaha mikro sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 
mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

6. pembuatan konsep surat perancangan akses pasar bagi 
produk usaha mikro di tingka t lokal dan nasional sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak 
lanjut dari pimpinan; 

7 . pelaksanaan verifikasi data 1zm usaha mikro kecil (IUMK) 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat 
tindak lanjut dari pimpinan; 
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8. pembuata.n konsep surat perencana.an pengembangan usaha 
mikro dengan orienta.si peningkatan skala usa.ha mikro 
menjadi usaha kecil sesuai dengan tugas dan ta.nggung jawab 
untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

9. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar akses pasar bagi 
produk koperasi dapat berkembang; 

10. pembuatan konsep perencanaan pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari 
pimpinan; 

11. pembuatan konsep surat perencanaan pengembangan 
kewirausahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
untuk rnendapat tindak lanjut dari pimpinan; 

12. pelaksanaan perencanaan perlindungan koperasi berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku agar koperasi 
mempunyai dasar hukum yang kuat; 

13. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
perberdayaan, fasilitasi koperasi dan usa.ha kecil menengah 
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 
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14. 

15. 

pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi 
perberdayaan, fasilitasi koperasi dan usaha kecil menengah 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMA.YA MONONG 


